
LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR BANK TGR (PERSERODA)

TAHUN 2021

JL Jend. A. Yani No. 11 Procot - Slawi Kab. Tegal - Jawa Tengah
TELEPON: (0283) 491570

Halaman 1





BAB I
PENJELASAN UMUM

Manajemen PT BPR Bank TGR (Perseroda) berkomitmen untuk melaksanakan prinsip- prinsip 
tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa 
Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola. Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola 
BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan 
dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK 
Tata Kelola BPR. Laporan penerapan tata kelola  di PT BPR Bank TGR (Perseroda) Tahun 2021 
disusun mengacu pada Surat Edaran OJK nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata 
Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. PT BPR Bank TGR (Perseroda) menyadari  bahwa 
penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau (GCG) merupakan suatu keharusan demi 
menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai 
perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk :
1.    Mendukung visi BPR “Terwujudnya BPR yang sehat dan terus tumbuh seiring dengan 
peningkatan kepercayaan masyarakat”.
2.    Mendukung misi BPR “Menjadi BPR sebagai penyedia jasa keuangan yang mengakar dan 
menyebar dimasyarakat dengan meningkatkan peran perempuan dalam kesejahteraan 
keluarga ; Meningkatkan fungsi dan peran BPR sebagai  sumber Pendapatan Asli Daerah”.
3.    Memberi manfaat nilai tambah bagi pemegang saham.
4.    Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk 
jangka panjang.
5.    Meningkatkan kepercayaan stakeholder / pemangku kepentingan kepada BPR.
Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka 
melalui penerapan prinsip Tata Kelola (TARIF) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis 
secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan 
masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus 
melaksanakan implementasi prinsip- prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku 
dan praktek perbankan terbaik (The Best Practise).
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BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1.   Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1. Nama : AHMAD EFENDI, SE, MSi

Jabatan : Direktur Utama
Tugas dan Tanggung Jawab :

a.    Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
b.    Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur 
dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain:
1)    Menghimpun dana;
2)    Menyalurkan kredit;
3)    Menempatkan dana pada bank lain;
4)    Menerima penempatan dana dari bank lain;
5)    Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan 
Komisaris.
c.    Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau 
jenjang organisasi.
d.    Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil 
pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
e.    Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.
f.    Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam 
Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
g.    Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian 
kepada pegawai.
h.    Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada 
Dewan Komisaris.

2. Nama : NURUL HUDA, SE

Jabatan : Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
Tugas dan Tanggung Jawab :

a.    Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR.  
b.    Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan apu-ppt.
c.    Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja.
d.    Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.
e. Memastikan budaya kerja perusahaan berjalan dengan baik

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :
1. Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban tahunan Direksi PT BPR Bank TGR
2. Persetujuan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun 2021
3. Dana Kesejahteraaan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pengurus dan pegawai. 
tunjangan hari tua, perumahan, kepentingan sosial, dan lainnya yang pengelolaanya secara 
terpisah dan ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris
4. Perubahan struktur organisasi di tahun 2022 dengan mempertimbangkan efisiensi biaya 
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dan kebutuhan organisasi serta adanya tiga orang PE akan memasuki masa pensiun
5. Rencana penambahan hadiah undian gratis berhadiah tidak langsung (UGB) pada rencana 
bisnis 2022 untuk menarik minat pendanaan dana pihak ke tiga mengingat tingkat persaingan 
perbankan yang semakin tinggi.
6. Merencanakan kerjasasma fintech dalam pelaksanaan marketing digital (terutama dalam 
bentuk peer to peer lending) untuk dimasukkan dalam rencana bisnis bank 2022.
7. Persetujuan perpanjangan kerjasama pendampingan hukum dengan bakinlaw dan evaluasi 
pelaksanaan kerjasama
8. Rencana Renovasi gedung kantor pusat mengingat sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan 
fasilitas, sarana dan prasarana yang semakin meningkat dan berkembang sehingga perlu 
dilakukan penataan dan penambahan ruang yang lebih representatif
9. efisiensi tenaga kerja untuk mempertimbangkan tidak melakukan rekruitmen disisa tahun 
2021 dan 2022
10. Penunjukkan dan penetapan Akuntan Publik untuk pemeriksaan laporan keuangan akhir 
tahun 2021
11. Usulan untuk penghapusbukuan kredit macet
12. Rencana pengadaan inventaris roda empat.
13. Persetujuan penghapusan aktiva tetap dan inventaris

Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

2.   Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1. Nama : MOH. SOLEH, SH, MKn

Jabatan : Komisaris Utama
Tugas dan Tanggung Jawab :

a.    Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha 
BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 
b.    Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 
serta memberikan nasihat kepada Direksi. 
c.    Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari 
satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern 
BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/
atau otoritas lainnya.
d.    Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 
1)    pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang keuangan dan perbankan; 
dan/atau 
2)    keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha 
BPR.

2. Nama : TEGUH PURWITO, SE

Jabatan : Komisaris
Tugas dan Tanggung Jawab :

a.    Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha 
BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 
b.    Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 
serta memberikan nasihat kepada Direksi. 
c.    Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari 
satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern 
BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/
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atau otoritas lainnya.
d.    Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 
1)    pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang keuangan dan perbankan; 
dan/atau 
2)    keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha 
BPR.
e.    Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan 
menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris.
f.    Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat 
Dewan Komisaris.

Rekomendasi Kepada Direksi :
1. Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban tahunan Direksi PT BPR Bank TGR
2. Persetujuan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun 2021
3. Dana Kesejahteraaan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pengurus dan pegawai. 
tunjangan hari tua, perumahan, kepentingan sosial, dan lainnya yang pengelolaanya secara 
terpisah dan ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris
4. Perubahan struktur organisasi di tahun 2022 dengan mempertimbangkan efisiensi biaya 
dan kebutuhan organisasi serta adanya tiga orang PE akan memasuki masa pensiun
5. Rencana penambahan hadiah undian gratis berhadiah tidak langsung (UGB) pada rencana 
bisnis 2022 untuk menarik minat pendanaan dana pihak ke tiga mengingat tingkat persaingan 
perbankan yang semakin tinggi.
6. Merencanakan kerjasasma fintech dalam pelaksanaan marketing digital (terutama dalam 
bentuk peer to peer lending) untuk dimasukkan dalam rencana bisnis bank 2022.
7. Persetujuan perpanjangan kerjasama pendampingan hukum dengan bakinlaw dan evaluasi 
pelaksanaan kerjasama
8. Rencana Renovasi gedung kantor pusat mengingat sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan 
fasilitas, sarana dan prasarana yang semakin meningkat dan berkembang sehingga perlu 
dilakukan penataan dan penambahan ruang yang lebih representatif
9. efisiensi tenaga kerja untuk mempertimbangkan tidak melakukan rekruitmen disisa tahun 
2021 dan 2022
10. Penunjukkan dan penetapan Akuntan Publik untuk pemeriksaan laporan keuangan akhir 
tahun 2021
11. Usulan untuk penghapusbukuan kredit macet
12. Rencana pengadaan inventaris roda empat.

Penjelasan Lebih Lanjut :

3.   Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a.  Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No. Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1. Komite Audit

Tugas dan Tanggung Jawab :

Tidak ada
2. Komite Pemantau Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab :

Tidak ada
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan Tanggung Jawab :
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Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite
belum ada

b.  Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No. Nama Keahlian Komite Pihak 
IndependenAudit Pemantau 

Risiko
Remunerasi 

dan 
Nominasi

1.
2.
3.

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, 
Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi 
Anggota Komite

: belum ada

c.  Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1. Komite Audit

Program : -

Realisasi : -

Jumlah Rapat : -
2. Komite Pemantau Risiko

Program : -

Realisasi : -

Jumlah Rapat : -
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Program : -

Realisasi : -

Jumlah Rapat : -
Penjelasan Lebih Lanjut
belum ada

B. Kepemilikan Saham Direksi

1.   Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No. Nama Direksi Nominal (Rp) Persentase 
Kepemilikan 

(%)
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1. AHMAD EFENDI, SE, MSi Rp0,00 0%
2. NURUL HUDA, SE Rp0,00 0%
Penjelasan Lebih Lanjut :
Direksi tidak memiliki saham pada BPR. Saham dimiliki 100% oleh pemerintah daerah.

2.   Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No. Nama Direksi Sandi Bank Lain Nama Perusahaan Lain Persentase 
Kepemilikan 

(%)
1. AHMAD EFENDI, SE, MSi
2. NURUL HUDA, SE
Penjelasan Lebih Lanjut :
Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi 
dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau 
Pemegang Saham

1.   Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No. Nama Direksi Hubungan Keuangan
Anggota Direksi 

Lain
Anggota Dewan 

Komisaris
Pemegang Saham

1. AHMAD EFENDI, SE, MSi Tidak ada Tidak ada Tidak ada
2. NURUL HUDA, SE Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :
Direksi PT. BPR Bank TGR (Perseroda) tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima 
penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Bank

2.   Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No. Nama Direksi Hubungan Keluarga
Anggota Direksi 

Lain
Anggota Dewan 

Komisaris
Pemegang Saham

1. AHMAD EFENDI, SE, MSi Tidak ada Tidak ada Tidak ada
2. NURUL HUDA, SE Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :
Direksi PT. BPR Bank TGR (Perseroda) tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat 
keduta antara sesama anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pemegang Saham.
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D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1.   Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No. Nama Dewan Komisaris Nominal (Rp) Persentase 
Kepemilikan 

(%)
1. MOH. SOLEH, SH, MKn Rp0,00 0%
2. TEGUH PURWITO, SE Rp0,00 0%
Penjelasan Lebih Lanjut :
Komisaris tidak memiliki saham pada BPR. Saham 100% dimiliki oleh pemerintah daerah

2.   Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No. Nama Dewan Komisaris Sandi Bank Lain Nama Perusahaan Lain Persentase 
Kepemilikan 

(%)
1. MOH. SOLEH, SH, MKn
2. TEGUH PURWITO, SE
Penjelasan Lebih Lanjut :
Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan 
Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/
atau Pemegang Saham BPR

1.   Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No. Nama Dewan Komisaris Hubungan Keuangan
Anggota Direksi Anggota Dewan 

Komisaris Lain
Pemegang 

Saham
1. MOH. SOLEH, SH, MKn Tidak ada Tidak ada Tidak ada
2. TEGUH PURWITO, SE Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :
Dewan Komisaris PT. BPR Bank TGR (Perseroda) merupakan Pengawas independen yang tidak 
memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Pengawas lainnya, Direksi, maupun Pemegang 
Saham  .
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2.   Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No. Nama Dewan Komisaris Hubungan Keluarga
Anggota Direksi Anggota Dewan 

Komisaris Lain
Pemegang 

Saham
1. MOH. SOLEH, SH, MKn Tidak ada Tidak ada Tidak ada
2. TEGUH PURWITO, SE Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :
Dewan Komisaris PT. BPR Bank TGR (Perseroda) tidak memiliki hubungan keluarga sampai 
dengan derajat keduta antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham.

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan 
Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang 
Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No. Jenis Remunerasi 
(Dalam 1 Tahun)

Direksi Dewan Komisaris
Jumlah 
Orang

Jumlah Keseluruhan 
(Rp)

Jumlah 
Orang

Jumlah Keseluruhan 
(Rp)

1. Gaji 2 Rp649.478.472,00 2 Rp259.791.384,00
2. Tunjangan 2 Rp24.000.000,00 2 Rp0,00
3. Tantiem 2 Rp46.119.558,00 2 Rp18.447.823,00
4. Kompensasi 

Berbasis Saham
0 Rp0,00 0 Rp0,00

5. Remunerasi Lainnya 0 Rp0,00 0 Rp0,00
Total Rp719.598.030,00 Rp278.239.207,00
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2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan 
Berdasarkan RUPS

No. Jenis Fasilitas Lain 
(Dalam 1 Tahun)

Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)
Direksi Dewan Komisaris

1. Perumahan Tunjangan Perumahan 
(24000000)

Tidak ada

2. Transportasi Mobil kendaran roda 4 (2) Sepeda motor (1)
3. Asuransi Kesehatan BPJS Kesehatan (7000000) BPJS Kesehatan (4800000)
4. Fasilitas Lainnya Laptop (2) Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :
Sesuai SK Direksi nomor 007/ KEP.DIR/ B- TGR/ I/2020 tentang Pemberian Tunjangan Bagi 
Direksi dan PEgawai BPR Bank TGR bahwa Tunjangan Rumah atau Pengganti Sewa Rumah 
Direktur Utama sebesar Rp. 12.000.000,- dan Direktur sebesar RP. 10.000.000,-
Sesuai dengan berita acara serah terima barang inventaris nomor 563/INV/B-TGR/XII/2020 
bahwa Direktur Utama menerima fasilitas inventaris satu buah Mobil Toyota Innova Tahun 
2020. Direktur Umum menerima fasilitas inventaris satu buah Mobil Toyota Veloz Tahun 
2022.
Komisaris menerima fasilitas inventaris berupa satu buah Motor Honda Beat.
Direksi menerima fasilitas asuransi kesehatan yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan sebesar 
Rp. 7.200.000,- per tahun.
Dewan Komisaris menerima fasilitas asuransi kesehatan yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan 
sebesar Rp. 4.802.856,- per tahun.
Sesuai dengan berita acara serah terima barang inventaris nomor 563/INV/B-TGR/XII/2020 
bahwa Direktur Utama menerima fasilitas inventaris berupa satu buah Laptop Merk HP 
743.240 GB. Direktur Umum menerima fasilitas inventaris berupa satu buah Laptop Merk 
Lenovo Athlon 3020.
Direktur Utama menerima fasilitas alat komunikasi berupa Hp Samsung Galaxy A12. Direktur 
Umum menerima  fasilitas alat komunikasi berupa Hp Samsung Galaxy A51.
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G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan Perbandingan
(a/b) : 1

Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji 
pegawai yang terendah (b)

5.6 : 1

Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan 
gaji anggota Direksi yang terendah (b)

1.2 : 1

Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi 
(a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang 
terendah (b)

1.2 : 1

Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan 
gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)

2.5 : 1

Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan 
gaji Pegawai yang tertinggi (b)

3.5 : 1

Penjelasan Lebih Lanjut :
*) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan 
dalam 1 (satu) tahun.

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1.   Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No. Tanggal Rapat Jumlah Peserta Topik/Materi Pembahasan
1. 24 Maret 2021 7 Agenda : 

Pembubaran Badan Hukum Perusahaan Daerah 
Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong royong 
atau disingkat PD BPR Bank TGR.

Pembahasan :
Berdasarkan  Keputusan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 
AHU-0064236.AH.01.01 Tahun 2020 Tentang 
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan 
Terbatas Perusahaan Perseroan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong dan 
Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor KEP-7/KO.0303/2021 tentang 
pengalihan Izin Usaha Atas Perubahan Badan 
Hukum PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal 
Gotong Royong menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat 
Bank Tegal Gotong Royong (Perseroda) selanjutnya 
disingkat menjadi PT BPR Bank TGR (Perseroda) 
dan sesuai dengan surat OJK Nomor S-104/
KO.03.03/2021 agar BPR menyampaikan bukti 
pembubaran badan hukum lama (PD BPR Bank 
TGR)kepada OJK.

Halaman 11



2. 06 Juli 2021 7 Agenda : 
Penetapan Komposisi Kepengurusan Perusahaan 
Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 
Tegal Gotong Royong atu PT BPR Bank TGR 
(perseroda)

Pembahasan : 
Dengan  memperhatikan :
1. RUPS BPR Bank Tegal Gotong Royong pada 
tanggal 8 Desember 2020 atas pengangkatan dan 
penetapan Sdr. Nurul Huda sebagai Direktur Umum 
PD BPR Bank TGR masa bhakti 2020 sd 2025
2. RUPS BPR Bank Tegal Gotong Royong pada 
tanggal 8 Desember 2020 atas pengangkatan dan 
penetapan susunan Anggota Dewan Pengawas PD 
BPR Bank TGR sdr Moh. Soleh, SH., S.Sos., M.Si., 
MKn sebagai ketua Dewan Pengawas dan Sdr. 
Teguh Purwito, SE sebagai Anggota Dewan 
Pengawas masa bhakti tahun 2020 sd 2024
3. RUPS BPR Bank Tegal Gotong Royong pada 
tanggal 5 Mei 2021 atas pengangkatan dan 
penetapan Sdr. Ahmad Efendi sebagai Direktur 
Utama PT BPR Bank TGR (Perseroda) masa bhakti 
2021 sd 2026
4. Surat OJK Nomor S-300/KO.0303/2021 tanggal 8 
Juni 2021 atas pencatatan Kepengurusan PT BPR 
Bank Tegal Gotong Royong (Perseroda) dalam 
administrasi pengawasan OJK.

3. 24 Desember 2021 7 Agenda :
1. Pengesaha  (RBB) Tahun Anggaran 2022
2. Penunjukan dan penetapan kantor akuntan publik 
untuk pemeriksaan laporan keuangan akhir tahun 
2021

Pembahasan :
1. Pengesahan Rencana Bisnis Bank (RMM) tahun 
anggaran 2022
2. Penunjukan dan penetapan akuntan publik untuk 
pemeriksaan laporan keuangan akhir tahun 2021
3. Usulan untuk penhapus bukuan kredit Macet
4. Rencana pengadaan Inventaris Roda 4

Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :
RUPS merupakan organ perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang  yang tidak diberikan 
kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batasan sesuai Undang undang. Tata Cara 
Penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan mekanisme Direksi membuat pemberitahuan 
tertulis kepada  Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. Pihak yang berhak hadir dalam 
RUPS adalah dari jajaran pemegang saham atau yang mewakili, Dewan Komisaris dan Direksi. 
Sepanjang tahun anggaran 2021 ada tiga kali penyelenggaraan RUPS, RUPS yang pertama 
diselenggarakan pada Hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 pada pukul 08.00 s/ d 10.00 WIB 
bertempat di Ruang Rapat Kantor PT BPR Bank TGR (Perseroda) Jl. A yani No. 11 Slawi.  Hasil 
dari RUPS tersebut telah di notariilkan oleh Notaris Evi Dwi Kamawati,SH,MKn dengan Nomor 
54 tanggal 29 Maret 2021. RUPS yang kedua yaitu RUPS Kuar Biasa (RUPS- LB) 
diselenggarakan pada Hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021 pada pukul 09.00 s/ d 11.00 WIB 
bertempat di Ruang Rapat Kantor PT BPR Bank TGR (Perseroda) Jl. A yani No. 11 Slawi.  Hasil 
dari RUPS tersebut telah di notariilkan oleh Notaris Evi Dwi Kamawati,SH,MKn dengan Nomor 
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20 tanggal 12 Juli 2021. RUPS yang ketiga diselenggarakan pada Hari Jumat, tanggal 24 
Desember 2021 pada pukul 08.00 s/d 10.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Kantor PT BPR 
Bank TGR (Perseroda) Jl. A yani No. 11 Slawi.  Hasil dari RUPS tersebut telah di notariilkan 
oleh Notaris Evi Dwi Kamawati,SH,MKn dengan Nomor 46 tanggal 24 Desember 2021. 

2.   Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No. Nama Dewan Komisaris Frekuensi Kehadiran Tingkat 
Kehadiran 
(dalam %)

Fisik Telekonferensi

1. MOH. SOLEH, SH, MKn 3 0 100%
2. TEGUH PURWITO, SE 3 0 100%
Penjelasan Lebih Lanjut :
Seluruh dewan Komisaris dapat hadir dalam rapat dengan pemegang saham.

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah 
Penyimpangan 

Internal*) 
(Dalam 1 
Tahun)

Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh
Anggota Direksi Anggota Dewan 

Komisaris
Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap

Tahun 
Sebelumn

ya

Tahun 
Laporan

Tahun 
Sebelumn

ya

Tahun 
Laporan

Tahun 
Sebelumn

ya

Tahun 
Laporan

Tahun 
Sebelumn

ya

Tahun 
Laporan

Total Fraud 0 0 0 0 1 1 0 0
Telah 
Diselesaikan

0 0 0 0 0 1 0 0

Dalam Proses 
Penyelesaian

0 0 0 0 0 0 0 0

Belum 
Diupayakan 
Penyelesaianny
a

0 0 0 0 0 0 0 0

Telah 
ditindaklanjuti 
Melalui Proses 
Hukum

0 0 0 0 0 0 0 0

Penjelasan Lebih Lanjut :
Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan 
dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT BPR Bank TGR (Perseroda) 
selama tahun 2021 tidak ditemukan.
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J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum Jumlah (Satuan)
Perdata Pidana

Telah Selesai 0 0
Dalam Proses Penyelesaian 0 0
Total 0 0
Penjelasan Lebih Lanjut
Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT BPR Bank TGR 
(Perseroda) selama tahun 2021 tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit 
atau simpanan dana masyarakat.

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No. Pihak yang Memiliki Benturan 
Kepentingan

Pengambil Keputusan Jenis 
Transaksi

Nilai 
Transaksi 
(Jutaan 
Rupiah)

Keterangan

Nama Jabatan Nama Jabatan

1.
2.
3.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi 
yang mengandung potensi benturan kepentingan.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No. Tanggal 
Pelaksanaan

Jenis Kegiatan 
(Sosial/ Politik)

Penjelasan Kegiatan Penerima Dana Jumlah (Rp)

1. 29 Januari 2022 Sosial TJSLP guna 
kegiatan Lazisnu 
Kabupaten Tegal

Lazisnu 
Kabupaten Tegal

Rp5.000.000,00

2. 05 Februari 2022 Sosial Bantuan Partisipasi 
Kegiatan Pelatihan 
Kepemimpinan 
Dasar  PAC GP 
Ansor Kecamatan 
Bojong

GP Ansor 
Kecamatan 
Bojong

Rp2.000.000,00

3. 05 Februari 2021 Sosial Bantuan partisipasi 
kegiatan konferensi 
MWC K NU 
Kecamatan 
Jatinegara

MWC K NU KEC 
JATINEGARA

Rp500.000,00

4. 31 Maret 2021 Sosial Bntuan satu buah Satkarcab Rp5.299.000,00
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laptop untuk 
prasarana 
administrasi 
Satkarcab 
Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal

5. 31 Maret 2021 Sosial Bantuan kegiatan 
HUT Tagana 
Kabupaten Tegal 
Bansos dan 
penanaman pohon

Tagana 
Kabupaten Tegal

Rp1.000.000,00

6. 21 Maret 2021 Sosial Bantuan dana untuk  
bantuan wayang 
santri tegalan

Wayang Santri 
Tegalan

Rp2.000.000,00

7. 27 April 2021 Sosial Bantuan GP Ansor 
Kabupaten Tegal

GP Ansor 
Kabupaten Tegal

Rp1.500.000,00

8. 19 Juli 2021 Sosial Bantuan pembelian 
hewan kurban 
pemerintah 
kabupaten Tegal

Pemkab Tegal Rp7.500.000,00

9. 14 Oktober 2021 Sosial Bantuan biaya 
pelantikan PCNU 
Kabupaten Tegal

PCNU Kabupaten 
Tegal

Rp5.000.000,00

10. 19 Oktober 2021 Sosial Bantuan pelantikan 
PC Muslimat NU 
Kab. Tegal

PC Muslimat NU 
Kabupaten Tegal

Rp7.500.000,00

11. 19 Oktober 2021 Sosial CSR pembelian satu 
unit mimbar Masjid 
Agung Kabupaten 
Tegal

Masjid Agung 
Kabupaten Tegal

Rp21.000.000,00

12. 17 Desember 
2021

Sosial Bantuan PC GP 
Anshor Kegiatan 
Mukhtamar NU

PC GP Anshor Rp1.729.221,00

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik
Total dana TJSLP untuk tahun 2021 sebesar Rp. 70.000.000,-
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BAB III
HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR :    PT BPR BANK TGR (PERSERODA)
Alamat :    JL Jend. A. Yani No. 11 Procot - Slawi Kab. Tegal - Jawa Tengah
Nomor Telepon :    (0283) 491570
Posisi Laporan :    Desember 2021
Modal Inti :    Rp17.392.961.982,00
Total Aset :    Rp133.507.964.538,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR BANK TGR (PERSERODA) Desember 
2021, disampaikan hal-hal berikut: 

a. Nilai komposit GCG sebesar 2.1 dengan predikat Baik (2)
b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No. Faktor yang Dinilai Nilai (S + P + H) Nilai (Dibobot)

1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 1.7 0.34

2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan 
Komisaris

2.1 0.315

3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi 
Komite

0 0

4 Penanganan Benturan Kepentingan 2.5 0.25

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan 2.46 0.246

6 Penerapan Fungsi Audit Intern 2.55 0.255

7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern 1.1 0.028

8 Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem 
Pengendalian Intern

2.12 0.212

9 Batas Maksimum Pemberian Kredit 2 0.15

10 Rencana Bisnis BPR 2.1 0.158

11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 2 0.15

Nilai Komposit 2.1

Predikat Komposit Baik
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B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 
31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.7)

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah 1,7 
yang termasuk kategori Predikat Sangat Baik.
•    Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sudah sesuai dengan ukuran 
dan kompleksitas usaha Bank serta sudah sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku.
•    Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. 
•    Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip- prinsip Good 
Corporate Governance, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. 
•    Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien. 
•    Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/
perundangan yang berlaku 

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.1)

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Nilai komposit yang diperoleh Bank 
adalah 2,1 yang termasuk kategori Predikat Baik.
•    Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Pengawas  sesuai 
dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank serta telah memenuhi ketentuan 
yang berlaku. 
•    Seluruh anggota Dewan Pengawas mampu bertindak dan mengambil keputusan secara 
independen. 
•    Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas telah sepenuhnya memenuhi 
prinsip- prinsip Good Corporate Governance, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada 
kelemahan minor. 
•    Rapat Dewan Pengawas terselenggara sangat efektif dan efisien. 
•    Aspek transparansi anggota Dewan Pengawas sangat baik dan tidak pernah melanggar 
ketentuan/peraturan yang berlaku

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti 
paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)
•    Dikarenakan PT BPR Bank TGR (Perseroda) termasuk dalam bobot faktor BPR B maka untuk 
penilaian kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite tidak dilakukan penilaian. 

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.5)

Penanganan Benturan Kepentingan Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah 2,5 yang termasuk 
kategori Predikat Baik.
•    Bank belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang  
lengkap dan efektif. 
•    Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan 
risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik. 
•    Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. 

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.46)
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Penerapan Fungsi Kepatuhan Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah 2,46 yang termasuk 
kategori Predikat Baik.
•    Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan dan komitmen yang telah dibuat.
•     Pelaksanaan tugas dan independensi Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif. 
•    Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh 
satuan kerja operasional. 
•    Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara lengkap, kini 
dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.55)

Penerapan Fungsi Audit Intern Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah 2,55 yang termasuk 
kategori Predikat Baik.
•    Pelaksanaan fungsi audit intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan 
standar minimum yang ditetapkan namun terdapat kelemahan minor yang telah/ dapat diatasi 
dengan tindakan rutin. 
•    SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif. 

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.1)

Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh milyar rupiah) Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah 1,1 yang termasuk kategori 
Predikat Sangat Baik.
•    Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan 
minimum yang ditetapkan dalam ketentuan. 
•    Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik. 
•    Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/ KAP sangat independen dan telah 
memenuhi kriteria yang ditetapkan. 

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.12)

Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern Nilai komposit yang 
diperoleh Bank adalah 2,12 yang termasuk kategori Predikat Baik.
•    Bank telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap 
penerapan Fungsi Manajemen Risiko.
•    Bank telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan 
limit Risiko.
•    Bank memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan Risiko yang 
melekat pada produk dan aktifitas baru sesuai ketentuan.
•    Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara 
tertulis ,mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
•    Bank telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko 
terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.
•    Bank menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain( jika ada) yang telah dilaporkan 
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
•    Bank  telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa 
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)

Batas Maksimum Pemberian Kredit Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah 2 yang termasuk 
kategori Predikat Baik.
•    Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk 
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penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. 
•    Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian. 
•    Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/ debitur inti 
dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan. 
•    Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana 
besar dilakukan secara independen. 

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.1)

Rencana Bisnis BPR Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah 2,1 yang termasuk kategori 
Predikat Baik.
•    Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank dan telah disetujui oleh Dewan Pengawas sesuai 
dengan visi dan misi bank
•    Rencana Bisnis Bank mengambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis 
tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan bank yang signifikan  dengan cakupan 
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah 2 
yang termasuk kategori Predikat Sangat Baik.
•    Rencana Bisnis Bank didukung penuh oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat 
permodalan dan infrastuktur yang memadai antara lain sumberdaya manusia , teknologi 
informasi, jaringan kantor , kebijakan, dan prosedur.
•    Rencana Bisnis Bank disusun dengan pertimbangan faktor ekternal dan internal yang dapat 
mempenggaruhi kelangsungan usaha  dengan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati–
hatian sedangkan dewan pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, 
disimpulkan bahwa:

Berdasarkan hasil self assessment yang dilakukan, hasil penilaian Good Corporate Governance pada 
Bank posisi Tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2021 dapat kami simpulkan sebagai berikut: 
1.    Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah 2,1 yang termasuk kategori Predikat Baik.
2.    Terhadap nilai komposit yang diperoleh, Bank berpendapat masih terdapat beberapa hal yang 
harus dilakukan perbaikan agar implementasi Good Corporate Governance di Bank dapat lebih baik, 
antara lain Pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank, 
kelengkapan organisasi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan pelaksanaan fungsi audit intern 
Bank, peningkatan sistem pengendalian intern Bank pada seluruh jajaran organisasi. 
3.    Disamping itu, Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi Good Corporate Governance 
yaitu bahwa kultur Good Corporate Governance yang telah terbentuk pada organisasi Bank, di mana 
pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan 
perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi Good Corporate Governance 
Bank semakin baik dari waktu ke waktu. 
Kekuatan Pelaksanaan Good Corporate Governance
•    Dengan disusunnya SOP Good Corporate Governance PT BPR Bank TGR (Perseroda) tata kelola 
Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
•    Dengan adanya pedoman bagi Dewan Pengawas dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
•    Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan 
Ketentuan Good Corporate Governance.
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